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NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG.

bahwa pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan unturk menjamin
ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai
bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang satr berdasarkan
sistem yang memenuhi persyaratan, andal, sisternatis, utuh,
menyeluruh dan mudah diakses oleh publik;

bahwa dalam rangka melindungi fisik dan informersi arsip dari
kerusakan dan kehilangan, sehingga kebuttrhan akart
ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, ote:ntisitas dan
reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi, maka pcrlu adanya
sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;

bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang
efektif dan efisuen sebagrmana diamanatkan Pasal 4O ayat (41

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan serta
mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak
yang tidak berhak, perlu diatur dalam suatu Peraturran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinraksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun l9+5;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958i tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barrat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);



3.

4.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2o0g tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Lembaran Negara nepuutit Indonesia
Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik indonesia Nomor
8se);

11ndgs- undang Nomor 14 Tahun 2,008 tentangKeterbukaan Informasi publik (Lembaran Negar.a Repubhf
Indonesia Nomor 61, Tambahe Lembaran wegara Republik
Indonesia Nomor 86);

6.

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2oog tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Tahun 2oog Nomor ls2, Tambairan
Lembaran Negara Nomor SOT ll;
undang-undang Nomor 12 Tahun 2orr tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negar.a Republik
Indonesia Tahun 2olr Nomor 82, Tarrbahan Lembaran w.g*.
Republik Indonesia Nomor s2s4) sebagaimana te:lah aiuuah
dengan Undang-Undang Nomor ls iahun 2org tentang

Nomor 12 Tahun 2tOlI tentang
ndang-undangan (Lembaran

un 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639g);

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilr IndonesiiTahun 2or4 Nomor 244, Tasrtbahan iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah aiubah
beberapa kali terakhir dengan undang--ndang Non:ror 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemJrintajr pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 675T);

Peraturan Pemerintah Nomor 2g Tahun 2ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2oogtentan!
Kearsipan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTerhun 2ol2
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republil: Indonesia
Nomor 5286);

7.

8.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tg Tahun 2ol2
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Diilam Negeri
dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republil< Indonesia
Tahun 2OI2 Nomor 12821;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 20ls tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negarra Republik
Indonesia Tahun 2ols Nomor 2036) sebagaimana te lah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2o1g
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2ors tentang pembentukan produk Huktim Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2org Nomor rsrl;

11. Peratur€ul Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pembuatan sistem Klasifikasi Kea-rnanan dan
Akses Arsip Dinamis;



12. sip T T,ahun 2016san asi Ke:amanan dandi Nasional

13. penl,elenggaraan
ung Tahun 2Ot9
Non:ror 1);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANANDAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.2- Pemerintah Daerah adalah pemerinta]r Kabupaten Klrungkung.3. Bupati adaJah Bupati Klungkung.
4- Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah r(abupatenKlungkung.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang seranjutnya disingkat LKDadalah perangkat Daerah yang r.r.lak.anakan urusan

pemerintahan di bidang kearsipan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknolJgi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diteri:ma oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, rembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan desa dalam pelaksanaan tetrioupan bermlsyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jLgka
waktu tertentu.

8- Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkatr: gonan/
penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan p"o" iirrgkat
keseriusan dampak yang ditimbulkan terhad"p k.pr,.rtinlgan
dan keamanan nega_ra, publik dan perorangan.

9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian
pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai heLsil dari
kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk
mempermudah pemanfaatan Arsip.

10. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlin.d.ungan
terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan
klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.

11. Publik adalah wa-rganegara atau badan hukunr yang
mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.

12. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan firsik dan
informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannva.



13. Arsip Terbatas adalah klas
memiliki informasi apabila
berhak dapat mengakibatka

_ dan fungsi lembaga pemerintr
14. Arsip Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi rjari Arsip

asi yang apabila diketahui oleh orang

15.
yans memiliki inrormasi h'lilb#frLlT tH!tidak berhak dapat m kedaulat* ,r.gar.,keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indo'esia dankeselamatan bangsa.

16. Arsip Rahasia adalah klasi
memiliki informasi apabila
berhak dapat mengaki
penyelengga_raan negara, su
umum, termasuk dampak ekonomi makro.

17. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfa atan/ penyediaanArsip bagi k kegiatan pemanfaatan/penyediaan
arsip bagi kep Rrslp yang berhak.

18. Prosedur pen i puUtit< .Arfuf, tata ca_raatau aturan sesuai kevrenangan
hukum dan ot informasi pulblik.

19. Informasi yan an adalah informasi yanfl apabila
dipertimbangkan bahwa membuka informasi pu-otit<-tersebut
dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalamPasal 17 undang - undang Keterbukaan Informasi publik
serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa
dengan menutup Informasi dapat melindungi kepentingan
yang lebih besar daripada membukanya.

20. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandiriandan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
tanggung jawab dibidang pengelolaan Arsip Dinamis.

21. out indicator adalah alat yang digunakan untuk rnenandai
adanya keluarnya Arsip dari laci atau fiting cabinet.

22.Buku Peminjaman Arsip adarah sarana layanan peniggunaan
arsip di cenrral file yang digunakan untuk p..-irrtaan arsip
yang berasal dari unit pengolah

23. central File adatah pusat berkas atau pusat penyimpanan
Arsip.

BAB II
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

(1)

Pasal 2

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis memperhatikan tingkat
keseriusan dampak yang timbur apabila informasi yang terdlpat
9.1* Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak-pfrat ir-g tidak
berhak untuk kepentingan dan tujuan yang tidak sah.
Klasifikasi Akses Arsip Dinamis memperhatikan kew.enangan
hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk memperrn,rJ"r,
pemanfaatan Arsip meliputi:
a. pengaksesan Arsip Dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat

dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;

(21



(3) Kl

pasal 3

(1) sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinarnis diaturdengan ketentuan sebagai berikut:

iasa, iiJlfr'fl,ol##
a;

mana dimaksud pada huruf a,

c. tingkat k
berbeda d
klasifikasi
aksesnya; dan

d. publik dapat Arsip yang dikategorikan ArsipBiasa/Terbuka an prosedur.
(2) Sarana sistem kiamanan dan akses Arsip
._ menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunrak.(3) Perangkat keras sebagaimana d

a. sarana penyimpanan Ars
cabinet/r,ak Arsip unt
dan brangkas atau
Arsip Sangat Rahasia;

b. sa-rana penyimpanan Arsip media baru berupa lenrari Arsip
sesuai dengan tingkat klasifikasi Arsip; danc. prasa-rana berupa ruang penyimpanan yang representatif
sesuai dengan tingkat klasifikasi Arsip.

(4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (21
meliputi :

a. aga dan vital; danb. tif dan inaktif.
(5) Sis dan akses Arsip Dinimis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
(6) sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada 

"y"t (1)
disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebrgai
berikut :

a. 000 Umum;
b. 100 Pemerintahan;
c. 2OO Politik;
d. 30O Keamanan dan Ketertiban;
e. 400 Kesejahteraan;
f. 500 Perekonomian;
g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
h. 7O0 Pengawasan;
i. 800 Kepegawaian; dan
l. 900 Keuangan



pasal 4

p Dinamis l;ebagaimana
dalam Lampiran I yang
uran Bupati ini.

BAB III
PENGATURAN AKSES ARSIP

pasal 5

(1) igunakan olehtCt 5uuiils'ic'Ir-orcn ng befhak.r4t ak mengakses r dimaksud
a. pengguna arsip internar yang ada di perangkat Daerah; danb. pengguna arsip eksternar diluar p;;;k;t Daerah.

pasal 6

(1) Pengguna Arsip internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5ayat (2) huruf a terdiri dari :a. penentu kebijakan y?ng mempunyai kewenangan u'tukmengakses seluruh arsip yang berada dibawah
kewenangannya, dengan ketentuan-".ufo"i berikut :1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu kepala perangkat

Daerah/inst si mempunyai kewenangan untukmengakses seluruh arsip yang berada dibawah
kewenangannya;

2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Kepala Begis11, fjekretarisDinas, sekretaris Badan, Kepala Biding,' fiekretaris
Kecamatan, dan Arsioaris Tingkat Madya yan; mempunyaikewenangan untuk mengakses Arsip dibawah
kewenanga.nnya, namun tidak ainerit an harrakses untuk
Arsipyan_g terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang
satu .leuel dengan unit di luar unit keq'anya, 6c'ali telah
mendapatkan izin; dan

3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala seksi, Kepala Sub
Bidang, Kepala sub Bagian, Lurah, dan Arsiparis Tingkat
Muda yang mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh Arsip dibawah kewenangannya, namun tidak
diberikan hak akses untuk Arsip yang terdapat pada
pimpinan leuer tertinggi, pimpinan reuer linggi, itan y"rrg
satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan
izin.

b. pelaksana kebijakan yaitu arsiparis tingkat pertama, petugas
Arsip, staf dan pegawai yang mempunyai kewen"trgioi untuk
mengakses selu uh Arsip yang berada dibawah keweriang€rnnya
dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikin hak
akses untuk nrsln dengan tingkat klasifikasi terbatas, Rahasia,
dan Sanga-t Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat
tertinggi, pimpinan leuel tinggi, pimpinan teiet menengah, d"r,yang satu tingkat diatas unit ke4'anya kecuali telah
medapatkan izin; darr



c. punyai kewenangan untukpada pencipta ersip d,akanngsi pengawasan internal sesuair€ut perundang_undangan, 
sepertipengawasan yang dilakukan oleh Aparat pengawas InternalPemerintah.

(2) Pengguna Arsip eksternar sebagaimana dimaksud dararn pasal 5ayat (2) huruf b terdiri dari :

c' aparat penegak hukum mempunyai hak untukmengakses Arsip pada pencipta Arsip v""d brkait denganperkara atau proses hukum^yang sedang ditanga'iiyadalam rangka meraksanakan rungJi p.".glr.rt hukum.

Pasal 7

(1) Pengatur€ul akses Arsip s d dalam penal s ayat(1) dilaksanakan dalam fisik dan informasiArsip.
(21 Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimanadimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitaspengamanan seperti p

kunci pengamanan ru€ulgan
(3) Pengamanan fisik dan

dimaksud pada ayat (21diatur
a. kategori Arsip Biasa/Umu

besi;
b. kategori Arsip Rerbatas disimpan pad,afitting cabinet, d,anc. |*g_:l-Arsip Rahasia dan sangat iarras-ia disimrran paaa

lema-n Desl.
(+l Pengamanan fisik dan informasi Arsip seb.gaimana

dimaksud pad.a ayat (1) meliputi penciptaan dafiar er"ipi.rbatas
dan daftar Arsip Rahasia.

(5) Pengamanan fisik dan

aimana dimaksud pada ayat (5)mencakup dengan menggunat an .*urr"peminjaman icqtoraan guku peminjamim Arsip.(7) Format out Indicator dan Buku peminjaman eriip Dinamis
tercantum d4* Lampiran II yang meiupakan bagieur tidak
terpisahkan dari peraturan eupati ini.

(8) Berdasarkan tingkat Ktasifikasi Keamanan dan Aksr:s Arsip
Dinamis, Pencipta Arsip melaksanakan pengamanan fisik ArsipDinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat kleLsifikasi,
antara lain:
a. penyimpanan; dan
b. penyampaian.



(9) ada ayat ({}) huruf a
informasi arsip sesuai
dilakukan dengan

( 10) rimana dimaksud pada. ayat (9)
lip dinamis sesuai dengan lingt<ai

sebagain ana tercantum dalam, Lampiran
bagian tic ak terpisahkan dari peraturan

(1 1) ) huruf b,
ip Dinamis
ri prosedur

.ana tercantum dalam Lermpiran IVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peratur:an'Bupati
ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangJkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Ber:ita Daerah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarhpurzl
pada tanggal t2 April2}22

BUPATI KLUNGKUNG.

I I{YOMAN SI'WIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 12 ApriL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 14


